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MERANCANG JARINGAN 
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 
715 DAN 6 PROVINSI YANG BERASOSIASI

PROVINSI SULAWESI UTARA

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan USAID melalui Proyek USAID Sustainable 
Ecosystems Advanced (SEA), telah merancang jaringan kawasan konservasi perairan (KKP) 
di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 6 provinsi yang berasosiasi. Wilayah 
tersebut dipilih sebagai fokus area karena dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempunyai 
keanekaragaman hayati laut terbesar di seluruh dunia dan berada di pusat Segitiga Terumbu 
Karang Dunia (Coral Triangle).

KKP yang telah ditetapkan dan dialokasikan (ha) Areas of Interest (ha)

HASIL

Papua Barat4.831.002 866.534

847.621

2.922.080

478.446

72.069

149.727

1.043.033

2.942.193

972.764

82.752

246.570

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Gorontalo

Tabel 1. Kawasan konservasi perairan (KKP) yang sudah ada dan yang telah dialokasikan dalam RZWP3K, serta 
Area of Interests (AOI) yang menjadi usulan pembuatan KKP baru di 6 provinsi

WPP 715 meliputi:

WPP 715 meliputi:
• Perairan provinsi Papua Barat, Maluku, 

Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo 
dan Sulawesi Tengah.

• Perairan Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut 
Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, 
Laut Banda dan Teluk Berau.

Tujuan jaringan KKP:

• Membantu pengelolaan perikanan 
dan perlindungan keanekaragaman 
hayati di WPP 715 (baik di perairan 
provinsi maupun perairan nasional)

• Memperbaiki rancangan jaringan 
KKP dan tata ruang laut di tiap 
provinsi;

• Membuat rancangan jaringan 
KKP yang terkoneksi 
dengan KKP nasional.

(CTC)(CTC)

PROVINCEPROVINCE
BANDA
ISLANDS

SERAM ISLAND

SAPARUASAPARUA

NUSA LAUT

Pertimbangan analisis dalam 
menentukan Area of Interest (AOI):

• Pola konektivitas dari perikanan, 
hewan-hewan karismatik, terancam dan 
dilindungi (contohnya penyu dan mamalia 
laut) di perairan provinsi maupun 
perairan nasional;

• Wilayah yang penting bagi perlindungan 
biota di skala regional, nasional 
maupun internasional;

• Sosial budaya 
masyarakat contohnya 
wilayah perlindungan 
adat.

•  AOI adalah daerah yang memiliki nilai konservasi yang tinggi, yang kemudian bisa dijadikan rujukan sebagai calon KKP yang baru.



Sulawesi Utara telah mencapai target dalam perlindungan terumbu karang, lamun serta kapal karam di 
dalam KKP yang telah ada/telah dialokasikan di RZWP3K. Namun belum cukup melindungi mangrove, 
coelacanth dan pantai peneluran penyu (Gambar 4). Perlu pula diingat bahwa analisis yang dibuat saat 
ini, belum melihat zonasi. Menurut kriteria biofi sik yang kami gunakan, setidaknya 20% dari ekosistem 
pesisir penting harus dilindungi dalam zona larang ambil. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang 
perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ekosistem pesisir penting dan fi tur-fi tur penting yang ada telah 
dilindungi (minimal 20%) di zona larang ambil.

Pada rancangan jaringan KKP di Sulawesi Utara terdapat (Gambar 3):
• 29 KKP yang telah ada dan yang telah dialokasikan di RZWP3K (dengan luas 246,570 ha);
• 9 Area of Interests (AOI) yang menjadi usulan pembuatan KKP baru (dengan luas 149,727 ha).

Gambar 3. Kawasan Konservasi Perairan yang Telah Ada dan Usulan Daerah Baru untuk Membentuk Jaringan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2. Jaringan KKP dengan mempertimbangkan habitat hewan-hewan karismatik, terancam dan dilindungi

AGREEMENT

Disusun oleh: USAID SEA Project
Untuk informasi lebih dapat menghubungi: Alan White (alan.white@sea-indonesia.org),

Rudyanto (rudyanto.rudyanto@sea-indonesia.org)

Unit pengelola KKP di WPP 715 (baik pemerintah provinsi maupun nasional) harus membuat jaringan 
KKP untuk melindungi hewan-hewan karismatik, terancam dan dilindungi (contohnya penyu dan mamalia 
laut) (Gambar 2). Contohnya pemerintah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah disarankan 
untuk membuat jejaring KKP serta rencana kerja untuk melindungi hiu paus.
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Gambar 4. Persentase luasan (a) habitat penting dan (b) fi tur penting yang terlindungi di KKP yang ada dan telah dialokasikan (warna biru) dan di rancangan jaringan 
KKP (warna oranye)

Membuat zonasi di KKP untuk melindungi ekosistem pesisir dan fi tur penting (minimal 
20%) di zona larang ambil;

Melakukan pengecekan lapangan terhadap daerah yang diusulkan menjadi KKP baru 
(area of interest);

Melakukan penelitian pemetaan konektivitas, terutama mengenai penyebaran larva;

Mengumpulkan data potensi efek perubahan iklim dan perubahan kimia laut terhadap 
ekologi spesies penting, komunitas dan ekosistem terkait;

Menginisiasi pembuatan KKP oleh unit pengelola KKP baik nasional maupun daerah.

Rekomendasi untuk Pemerintah Tingkat Nasional dan Provinsi



Sulawesi Utara telah mencapai target dalam perlindungan terumbu karang, lamun serta kapal karam di 
dalam KKP yang telah ada/telah dialokasikan di RZWP3K. Namun belum cukup melindungi mangrove, 
coelacanth dan pantai peneluran penyu (Gambar 4). Perlu pula diingat bahwa analisis yang dibuat saat 
ini, belum melihat zonasi. Menurut kriteria biofi sik yang kami gunakan, setidaknya 20% dari ekosistem 
pesisir penting harus dilindungi dalam zona larang ambil. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang 
perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ekosistem pesisir penting dan fi tur-fi tur penting yang ada telah 
dilindungi (minimal 20%) di zona larang ambil.

Pada rancangan jaringan KKP di Sulawesi Utara terdapat (Gambar 3):
• 29 KKP yang telah ada dan yang telah dialokasikan di RZWP3K (dengan luas 246,570 ha);
• 9 Area of Interests (AOI) yang menjadi usulan pembuatan KKP baru (dengan luas 149,727 ha).

Gambar 3. Kawasan Konservasi Perairan yang Telah Ada dan Usulan Daerah Baru untuk Membentuk Jaringan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2. Jaringan KKP dengan mempertimbangkan habitat hewan-hewan karismatik, terancam dan dilindungi

AGREEMENT

Disusun oleh: USAID SEA Project
Untuk informasi lebih dapat menghubungi: Alan White (alan.white@sea-indonesia.org),

Rudyanto (rudyanto.rudyanto@sea-indonesia.org)

Unit pengelola KKP di WPP 715 (baik pemerintah provinsi maupun nasional) harus membuat jaringan 
KKP untuk melindungi hewan-hewan karismatik, terancam dan dilindungi (contohnya penyu dan mamalia 
laut) (Gambar 2). Contohnya pemerintah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah disarankan 
untuk membuat jejaring KKP serta rencana kerja untuk melindungi hiu paus.

Terumbu Karang

43,22%
53,55%

16,82%

37,05% 37,05%

Mangrove Padang Lamun

30,76%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

39,69% 39,69%

Coelacanth

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100,00% 100,00%

Kapal Karam

27,17% 27,17%

Situs Menyelam

9,09%

25,00%

Pantai Peneluran Penyu

a) b)

Desain jaringan KKPKKP yang ada dan telah dialokasikan Desain jaringan KKPKKP yang ada dan telah dialokasikan

Gambar 4. Persentase luasan (a) habitat penting dan (b) fi tur penting yang terlindungi di KKP yang ada dan telah dialokasikan (warna biru) dan di rancangan jaringan 
KKP (warna oranye)

Membuat zonasi di KKP untuk melindungi ekosistem pesisir dan fi tur penting (minimal 
20%) di zona larang ambil;

Melakukan pengecekan lapangan terhadap daerah yang diusulkan menjadi KKP baru 
(area of interest);

Melakukan penelitian pemetaan konektivitas, terutama mengenai penyebaran larva;

Mengumpulkan data potensi efek perubahan iklim dan perubahan kimia laut terhadap 
ekologi spesies penting, komunitas dan ekosistem terkait;

Menginisiasi pembuatan KKP oleh unit pengelola KKP baik nasional maupun daerah.

Rekomendasi untuk Pemerintah Tingkat Nasional dan Provinsi



G
am

ba
r 

1.
 K

aw
as

an
 K

on
se

rv
as

i P
er

ai
ra

n 
ya

ng
 t

el
ah

 a
da

 d
an

 u
su

la
n 

da
er

ah
 b

ar
u 

un
tu

k 
m

em
be

nt
uk

 ja
ri

ng
an

 K
aw

as
an

 K
on

se
rv

as
i P

er
ai

ra
n 

di
 W

PP
 7

15
 d

an
 6

 p
ro

vi
ns

i y
an

g 
be

ra
so

si
as

i

MERANCANG JARINGAN 
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 
715 DAN 6 PROVINSI YANG BERASOSIASI

PROVINSI SULAWESI UTARA

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan USAID melalui Proyek USAID Sustainable 
Ecosystems Advanced (SEA), telah merancang jaringan kawasan konservasi perairan (KKP) 
di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 6 provinsi yang berasosiasi. Wilayah 
tersebut dipilih sebagai fokus area karena dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempunyai 
keanekaragaman hayati laut terbesar di seluruh dunia dan berada di pusat Segitiga Terumbu 
Karang Dunia (Coral Triangle).
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